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ABSTRAK 

 

JUDUL TESIS : Akibat Hukum terhadap PPJB antara Pembeli dan 

Pengembang Rumah Susun yang Dinyatakan 

Pailit  

NAMA MAHASISWA : Andreani Dewanto 

NIM    : 217201033 

KATA KUNCI  : PPJB, Rumah Susun, Kepailitan 

ISI ABSTRAK: 

Sebelum pengembang rumah susun (rusun) dan pembeli satuan rumah susun 

(sarusun) menandatangani Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT dan didaftarkan 

ke Kantor Pertanahan setelah pembeli melunasi pembayaran harga sarusun, 

pengembang dinyatakan pailit. Oleh karena itu timbul masalah, bagaimana 

mekanisme jual beli sarusun dengan pengikatan jual beli berdasarkan peraturan 

perundang-undangan? bagaimana akibat hukum terhadap PPJB antara pembeli 

dengan pengembang rusun yang dinyatakan pailit? bagaimana pemberlakuan 

Pasal 36 Ayat (1) jo. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PPJB 

lunas? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan 

undang-undang. Mekanisme jual beli sarusun dengan pengikatan jual beli diatur 

secara rinci di dalam Pasal 22A-22L. Setelah pembeli melunasi sarusun, para 

pihak menandatangani AJB di hadapan PPAT. Akibat hukum terhadap PPJB 

antara pembeli dengan pengembang rusun yang dinyatakan pailit ialah hapus 

sejak putusan pernyataan pailit diucapkan berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) jo. Pasal 

37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU 

dimana isi PPJB yang menjanjikan pengembang rusun yang telah dinyatakan 

pailit menyerahkan sarusun yang ia jual sesuai dengan kategori  pada Pasal 

tersebut. Pasal 36 Ayat (1) jo. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap PPJB lunas berlaku jika 

pembeli tidak mengajukan gugatan terhadap putusan pernyataan pailit untuk 

mengeluarkan sarusun dari boedel pailit. Sebaliknya apabila pembeli mengajukan 

gugatan, pengadilan memutuskan bahwa perjanjian jual beli sarusun tersebut sah 

dan sarusun telah beralih ke pembeli atau tetap menolak gugatan pembeli. 

 

 

 

 

 

 

 


